
GIIBERITUR IVUSA TEICGGARA TIUUR

PERATT'RAIT GUBERITUR I{USA TEIT(X}ARA TIIf,t'R
NOMORa 6 TA}rVfl 2Ot4

TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN ANGGARAN 2OT5

DENGAN RAHMAT TUHAT{ YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

GUBERITUR I{USA TEIVGG}ARA TIMUR,

bahwa penyusunan dan pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah haruslah didasarkan

--:-^:- --:-^:- ^f^l-+:f ^C-:^- +^-^-^L l^-yr l.lroly-yr rrruy \-rrolr-rr, L\-r a.r arl
terkendali sesuai dengan rencana, program/ kegiatan
serta fungsi setiap instansi pemerintah di lingkungan
Pemenntah Provinsr Nusa 'l engga-ra 'I imur ciaiam
pelaksanaan belanja barang dan jasa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada hurrf a, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Standar Satuan Harga Barang dan
.Iasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Nusa Tenssara
Timur Tahun Anggaran 2Ol5;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20O3 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Reputrlik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
r-J^-^^:^ ,Tr^L-,- 

^a\l\^ 
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kaii terakhir
ciengan Unciang-Unciang Nomor 12 'lahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4a441 I,.b

Menglngat : 1.

b.

2.



Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2O05 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O05 Nomor 140, Tambahan
T,emharan Negara Remrhlik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran

h----Lr:t- r-l^-^-:^ ,r^l^.-- .ra\nz il^-^- /_tn
.i\ Cgaia iiuPUUiirt iriuuliLsl.d tctlrtllr .zvv(J rr(Jrtll.r zv,

Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor
46O9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemenntah Nomor 38 'I'ahun 2008 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 78, Tambahan lembaran Negara Republik
Inclonesia Nomor 4855!;
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
r:- -L - r- l^-^-^ n--^-:l-,- trt\ .n^1-----oruDaI oElrgail rclaLulalr rrcsluEll 1\ur-tr(.rl a v I iittlLlll
2OL2 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20O6
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2Ol I tentang Penttrahan Kedua Atss Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
D^-^a-,-^- tr^-+^-.: n^1^* (1^-^-: l\T^-^- 117 a\^l^--- t\l\l\,7

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor
-t 5 'l'ahun 20 13 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O14 (Lembaran
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013
Nomor 015);
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 43
Tahrrn 20'l 3 tentrng Peniaharan An<'J;aran Pendapatan
dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Provinsi Nusa
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MEMUTUSI(AN:

MenetapKaN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR SATUAN
HARGA RARANG DAN .IASA KERI]TIIHAN PEMERINTAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN
2o1s. L

J.

4.

5.
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4.
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Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

l. l)aerah adalah Provinsi Nrrsa Tenooara Timtrr
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur
3. Satuan Keda Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah

.1^l--^r^-.:^a n^^-^'l^ <r^l--^l^-:^. T\^---^- n^*--^1-:l^.^ T)^l-'^. r-r^---1^ l-\i---
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Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Lembaga Teknis
Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja serta Lembaga Lain tingkat
Provlnsr Nusa 'Ibnggara 'l'lmur.
Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Daerah yang selanjutnya disingkat
SSHBJ Daerah adalah satuan biaya berupa harga satuan dan tarif yang
digunakan untuk menyusun komponen biaya kegiatan menurut jenis,
spesifikasi dan kualitas serta harga tertinggi untuk suatu periode tertentu.
T)okrrmen Pele,ksanaan Anggeran SafiIan Ke4a Perangkat Daer'ah ynng
selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah Dokumen yang memuat
pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar
-^7^1-^^-- - --- ^1^l- ----------Perarrsalrili1il rt'EEra Lar t ulur I Pc1r5,6u-t1a inrBBi1l.1ll.

Pasal 2

(1) SKPD dalam menl'usun perencanaan Anggaran Belanja Daerah untuk
Tahun Anggaran 2015 ber^oedoman pada SSHBJ Daerah ini.

(2) SSHRI Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. Standar Biaya Umum;
L C+^-l^- c!^1,-^- Lt^-^^ T^^^.r ia.i 5s. udoa,

c. Standar Satuan Harga Barang.
(3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (i) dapat menggunakan

harga pasar cianTanu ciaitar harga ciari pabrik (termasuk pajak), serta
ketentuan dalam peraturan yang sepadan atau lebih tinggi.

(4) SSHBJ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III serta
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

(1) SKPD dalam melaksanakan kegiatan anggaran belanja daerah berpedoman
pacia DPA-SKPD.

(2) Pembehan/ pengadaan barang untuk kegratan yang dltetapkan dalam DPA-
SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan harga pasar.

(3) SKPD berkewajiban mengajukan permohonan perubahan DPA-SKPD secara
tertulis kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah
Daerah dengan melampirkan referensi harga pasar/distributor, apabila
parla saat pel2ks4naan pengadnan }:,arang sebagaimana dimaksrtd nada
ayat (21 terjadi kondisi :

a. Harga barang yang akan diadakan di pasar lebih tinggi dari DPA-SKPD;
J^.- ^1^--tlart dli.tLl

b. Spesifrkasi atau jenis barang yang sudah direncanakan dalam DPA-
SKPD tidak diperoleh di pasar. f,



(4) SKPD dalam mengajukan perubahan DPA sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) harus memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi, efektif dan
akuntabel, serta dengan melampirkan data yang dapat
dipertanggungiawabkan antara lain daftar harga pasar yang mewakili atau
daftar harga dari pabrik yang sepadan atau lebih tinggi dari peraturan ini.

(5) DPA-SKPD Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) baru dapat
dilaksanakan setelah ada penetapan dengan Peraturan Gubernur.

(6) Pelaksanaan kegiatan berupa jasa yang belum diatur dalam Peraturan
Gubernur ini pelaksanaannya berpedoman pada DPA-SKPD.

Pasal 4

Penyusunan Perencanaan Anggaran Belanja Daerah pada kelompok barang
dan jasa tertentu pada Kantor Penghubung di Jakarta menggunakan Standar
Satuan Harga Barang dan Jasa yang berlaku untuk Pemerintah Frovinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar,setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 4 OUC,I 2014

lGUBERNUR

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 4 AaLt 2ol4

SEKRETARIS DAERAH

Mrnexsrsxtrs sALEM

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2014 NOMOR AA,

GGNUSA TEN



PENJELASAI'I ATAS
PTRATURAN GUBERNUR IruSA TENGGARA TIMT'R

NOMOR TATIUN 2OL4 TENTANG STAITDAR SATUAIT
HARGA BARAI{G DAN JASA PTMERINTATI PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2015

I. PENJEI,ASAN I'MUM

Buku Standar Satuan Harga Barang dan Jasa (SSHBJ) Kebutuhan

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 20 15 merupakan buku yang

berisi pedoman standar satuan harga barang dan jasa yang diperlukan oleh

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Peemerintah Provinsi Nusa Tenggara

Timur untuk pen5rusunan RKA maupun DPA Tahun Anggaran 2015.

Penyusunan SSHBJ-2OIS ini didasarkan atas beberapa tahapan dan

kerangka sebagai berikut :

1. penentuan spesiflkasi satuan barang yang terdiri atas tlama barang'

kualitas dan kelayakan pemanfaatan barang. Penentuaan spesifikasi

barang diperoleh melalui kajian teori pemanfaatan dan hasil survey

ketersediaan barang di pasar terCekat;

2. penentuan harga satuan barang diperoleh melalui bentukan harga Pasar

secara *'ajar. Bentukan harga pasar dlka;l sebagai akibat dari bentukan

harga berasal dari kewajaran harga pokok produksi, hukum permintaan

dan pena.,."'ai'an, aspek inflasi, nilai tukar rupiah terhadap dollar,

pertumbuhan ekonomi, dan tingkat suku bunga;

3. penentuaa jenis peaggolongan barang. Penen+"uan ini didasarkan atas

kajian regulasi pemerintah terhadap penggolongan barang, pengkodean

L,ar-ang ,ian n:rnpur: jenis barang. Pettggoiollgall ini tei'diri muiai 'iari aiat -
alat berat hingga barang habis pakai;

4. Sgrgejf pas=r. Dilak:ukar: untuk; rneilirai t'eaiitas kualitas dair ber:tukat:

harga yang ada di pasar. Pasar yang dimaksud adalah tempat penjualan

ir.rtf o h,=r'l-r.:rl .:r-' l-rl f Li!!-r-!'
JAiiS UUi uauq.a ^rqr:q^ar,

Atas dasar keempat tahapan tersebut, tbrmulasi dibentuk dengan

irren:pertinrbarrgkan data 3 (tigai taituu ter"ai',ilir- dari taliut:. ')0!2-2Ai4 ui:tuk

tbrmula regresi sebagai proses untuk memprediksi harga satuan barang dan

jasa tahun 2rJL5 yarlg ,Jrasu*rsikar: ba.i:'r,.a kcr:'*si ekonomi nasionaj. dan

regional Nusa Tenggara Timur adalah wajar, tingkat inUasi wajar, tingkat suku

bunga juga -wajai' dan itarga BBII4 di pasar t:.asional relatli stabil.



Hal ini memberikan arti bahwa SSHBJ-2015 dapat dipakai dengan

pertimbangan kewajaran lingkungan ekonomi nasional dan regional Nusa

Tenggara Timur.

Buku SSHBJ-2015 ini bertujuan untuk memberikan kemudahan

pada SKPD dalam penyusunan RKA dan DPA. Kemudahan dimaksud adalah

memberikan standar konsistensi pada masing - masing SKPD dalam

menentukan pilihan kualitas dan harga satuan barang dan jasa. Penentuan

harga dan jenis barang yang sama pada RKA masing - masing SKPD dapat

terarah dan terkendali.

Kendati demikian, bukan berarti bahwa buku SSHBJ-2015 ini telah

sempurna dalam memenuhi kebutuhan SKPD lingkup Pemerintah Provinsi

Nusa Tenggara Timur. Ketidakseimbangan antara harga dalam buku SSH&J-

2015 dan harga pasar riil mungkin dapat terjadi.

Harga yang tercantum di buku SSHBJ-2015 ini merupakan harga

tertinggi dan belum termasuk PPN' Apabila terjadi kenaikan harga yang

melebihi harga SSHBJ-2015, maka harga yang dipakai mengikuti harga pasar

dengan terlebih dahulu melakukan revisi anggaran pada DPA SKPD.

Hal ini diakibatkan bahwa bentukan harga pasar riil memiliki

variabel dan dimensi, termasuk dimensi personalitas dan psikologi pasar yang

terkadang sulit diprediksi, sehingga disimpulkan bahwa buku SSHBJ-2OIS ini

bukan merupakan satu-satunya pedoman dalam proses mencari sumber

acuan kerja. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2072 tentang Perubahan

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah Bagian ketujuh pasal 66 tentang Pen5rusunan Harga Perkiraan

Sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang

dapat dipertanggungiawabkan juga dapat dipakai sebagai acuan. Data

dimaksud yakni :

1. Analisis harga satuan pekerjaan;

2. EE oleh konsultan perencana;

3. Harga pasar setempat dan terkini;

4. Harga kontrak/ SPK sejenis dan setempat;

5. Informasi HS resmi (BPS, asosiasi, d11);

6. Harga/ tarif yang dikeluarkan oleh agen tunggal/pabrikan/lembaga

independen;

7. Daftar harga/ tarif standar yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;

8. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.



Demikian buku SSHB]-2OIS ini disusun untuk dapat dipa-kai
sebagai salah satu acuan dalam pen5rusunan RKA/DPA SKpD lingkup
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

II. Pasal demi Pasal

Pasa1 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN 2014 NOMOR


